
 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 84 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaporkan harta 

kekayaannya kepada Gubernur; 

  b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, perlu diatur pelaksanaan 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 

Negara; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 827); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012  tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3,10, dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 



Pasal 1 

(1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 

Aparatur Sipil Negara (LHKASN).  

(2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Pejabat Struktural Eselon V;  

b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan 

c. Jabatan Fungsional Umum. 

 

Pasal 2 

(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disampaikan kepada 

Gubernur melalui Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.  

(2) LHKASN disampaikan dengan menggunakan format pelaporan 

sebagaimana ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

(3) LHKASN disampaikan paling lambat: 

a. 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini; 

b. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; 

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 

 

Pasal 3 

Dalam pelaksanaan LHKASN, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

bertugas untuk : 

a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Gubernur oleh wajib 

lapor; 

b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka 

pelaksanaan tugas berkaitan dengan penyajian data; 

c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada 

Gubernur oleh wajib lapor; 

d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya 

ketidakwajaran; 

e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya 

ketidakwajaran; 

f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan 

tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas 

kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

g. menjaga kerahasiaan data LHKASN; dan  



h. menyampaikan data LHKASN hanya kepada pihak yang diperbolehkan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan

informasi publik.

Pasal 4 

Aparatur Sipil Negara yang tidak mematuhi kewajiban sebagai wajib lapor dan 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang tidak menjaga kerahasiaan 

data LHKASN dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal   2 September 2015 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal   2 September 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 86 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 




